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BPJS Kesehatan dibuat untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat dari 

fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan membayar iuran kepada pihak 

BPJS setiap bulannya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. 

Sa’anin Padang? 2) Apa faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin 

Padang? 3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pasien peserta BPJS rawat 

inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang. Jenis penelitian adalah 

yuridis empiris, sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Analisis data 

yang dilakukan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan: 1) 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS rawat inap di Rumah 

Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang sudah bagus dan sesuai dengan standar 

operasional prosedur rumah sakit. 2) Faktor-faktor hambatan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan disebabkan pasien tidak membayarkan premi yang 

menyebabkan dinonaktifkannya kartu BPJS oleh sisitem. 3) Upaya penyelesaian 

dari rumah sakit terhadap dinonaktifkannya pelayanan BPJS ialah memberikan 

waktu selama 3x24 jam untuk menyelesaikan kembali administrasi BPJS.  

Kata Kunci : Pelayanan, Kesehatan, BPJS, Rumah Sakit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang 

demokrasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya terutama 

untuk masalah kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  

 Kesejahteraan masyarakat atas kesehatannya menjadi hal yang utama 

karena berkenaan dengan penghidupan yang layak bagi setiap orang yang 

membutuhkan bantuan pemerintah untuk meringankan masyarakat, menyediakan 

sarana dan prasarana yang menyangkut kebutuhan dasar kesehatanapabila terjadi 

kecelakaan, sakit berat, pensiun, dan lainnya. Dengan demikian untuk menjamin 

agar semua risiko tersebut dapat teratasi tanpa adanya hambatan finansial maka 

jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi 

kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, nirlaba, gotong royong, ekuitas, 

dan lain-lain merupakan jalan keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi 

dalam kehidupan kita.1 

                                                           
 1Supriyantoro, 2013, Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9. 
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 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Karena itu pemerintah 

menetapkan berbagai macam kebijakan dan program untuk mampu memenuhi 

kebutuhan dasar rakyatnya, terutama kebutuhan dasar akan kesehatan untuk hidup 

dengan layak.  

 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu dari beberapa 

program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. JKN 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Manfaat 

jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan 

yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk 

obat serta bahan medis habis pakai yang diperlukan.2 Manfaat JKN adalah 

manfaat dasar atau standar yang bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan 

setiap penduduk.3 

 Melalui program jaminan kesehatan, setiap masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak akan kesehatan apabila terjadi hal-hal yang 

mengakibatkan  berkurangnya pendapatan karena sakit, mengalami kecelakaan, 

kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. JKN yang 

dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional 

yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial 

                                                           
 2Mulhaldi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 

258.  

 3Hasbullah Thabrany, 2014, Jaminan Kesehatan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 116. 
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yang bersifat wajib (mandatory)berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan 

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah.4 

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah membentuk penyelenggaraan 

sistem jaminan sosial nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Sejak 1 Januari 2014, KementrianKesehatan Republik Indonesia telah 

meresmikan BPJS Kesehatan yang pesertanya dimulai dari Askes, Jamkesmas, 

Jamsostek, danJaminan Kesehatan anggota TNI/Polri. Pembentukan BPJS 

bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan 

sehingga kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota 

keluarganya bisa terpenuhi.5 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS tersebut terbagi menjadi 2 

(dua) jenis, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan 

adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS 

ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS hadir sebagai sebuah 

badan hukum pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan 

                                                           
4Supriyantoro, op.cit, hlm. 15. 
5Mulhadi, op.cit, hlm. 262. 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011tentang BPJS yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.  

Seluruh masyarakat wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib 

membayar premi/iuran tiap bulannya kepada pihak BPJS. Kepesertaan BPJS 

mengacu pada Pasal 2 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan, yang terdiri atas dua kelompok yaitu peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Peserta PBI adalah masyarakat yang 

tergolong miskin dan tidak mampu yang preminya akan dibayar oleh pemerintah, 

atas nama hak sosial rakyat, tetapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, 

tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut 

melalui pajak. Sedangkan yang tergolong bukan PBI yaitu pekerja penerima upah 

untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan 

kematian, program jaminan pensiunan, dan jaminan hari tua yang dilakukan oleh 

pemberi kerja dan kemudian menyetorkannya kepada BPJS. Peserta yang bukan 

Pekerja dan bukan juga penerima Bantuan Iuran, wajib membayar dan menyetor 

sendiri iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.6 

 BPJS kesehatan bekerja sama dengan badan penyedia pelayanan kesehatan 

sebagai mitra dalam melayani peserta BPJS seperti rumah sakit pemerintah 

maupun swasta. Pasien peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

baik pemeriksaan, pengobatan termasuk rawat inap dari rumah sakit yang telah 

mendapatkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Alur pelayanan 

peserta BPJS yang akan melakukan rawat inap tingkat lanjutan harus memenuhi 

                                                           
6Ibid, hlm. 271. 
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persyaratan seperti adanya kartu berobat, kartu BPJS, kartu identitas, dan surat 

rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam kondisi tertentu 

yaitu kondisi gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, 

pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.  

 Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

lanjutan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan, yang mempunyai 

peranan penting dalam mencapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan 

memberikan pelayanan efektif dan efisien. Rumah sakit menurut perumusan 

WHO adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang 

memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri 

atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang 

yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang mau melahirkan.7 

Keberadaan rumah sakit sebagai mitra dari BPJS kesehatan merupakan fokus 

utama penelitian, karena salah satu faskes yang banyak dikunjungi oleh peserta 

BPJS kesehatan adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Sa’anin Padang. 

 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang adalah salah satu rumah sakit 

jiwa di Provinsi Sumatera Barat yang melayani peserta BPJS rawat inap. Tetapi 

pada saat ini masih banyak terdapat kendala atau hambatan pasien peserta BPJS 

rawat inap untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. 

Sa’anin Padang. 

                                                           
7M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2009, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, 

Buku Kedokteran UGC, Jakarta, hlm. 158.  
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 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk memilih judul mengenai”PELAKSANAAN PELAYANAN 

KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RAWAT INAP DI 

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SA’ANIN PADANG”  

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan  permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta 

BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang? 

2. Apa faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap 

pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin 

Padang? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap faktor hambatan pelaksanaan  

pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS diRumah Sakit Jiwa Prof. 

HB. Sa’anin Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dengan adanya permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien 

peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin 

Padang. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien peserta BPJS rawat inap di Rumah Sakit 

Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang. 

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap faktor hambatan 

pelaksanaan pelayanan kesehatanterhadap pasien peserta BPJS di 

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis 

yaitu penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum 

itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law 

enforcement).8Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dari lapangan dengan tidak mengesampingkan data-data sekunder yang 

diperoleh dari bahan hukum kepustakaan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui 

penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan 6 orang 

responden. Adapun responden yang penulis wawancarai adalah  

dokter jaga IGD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa’anin Padang dr. 

Igha Vinda Harikha, dan kepala ruang perawatan Wisma Melati 

Ibu Ratna Devi. Keluarga pasien rawat inap peserta BPJS di 

                                                           
 8Amirudin Dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134. 



8 
 

 
 

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang yaitu Ibu Lilis Sisilia, 

Bapak Kamhirzal, Ibu Ernidawati, dan Ibu Yusmarni.  

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari 

responden, melainkan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yang terdiri dari:9 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

e) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.10 Dalam penelitian 

ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya 

ilmiah yang berhubungan dengan persetujuan tindakan 

kedokteran. 

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

                                                           
 9Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 113.  

 10Ibid, hlm. 114. 
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a. Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

ini menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan. 

Daftar pertanyaan itu berbentuk semi struktural yang artinya 

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian 

dikembangkan sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

sebelumnya. 

b. Studi Dokumen 

 Pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menyajikan 

bahan tertulis yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang. 

4. Teknik Analisis Data  

 Dari hasil perbandingan diambil kesimpulan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti dan didapatkan gambaran tentang hasil 

penelitian, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan 

akhirnya ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan 

teknik analisis kualitatif yang merupakan uraian terhadap hasil 

penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-

angka, tetapi analisis dengan menggunakan uraian atau kalimat-

kalimat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara data primer 

dengan data sekunder yang telah diperoleh. 

 

 


